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Kata Pengantar 
 

Bahan pangan pokok merupakan salah satu komponen belanja masyarakat, terutama bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk 

memenuhi kebutuhan komponen ini. Berdasarkan studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) tahun 2016, menyatakan bahwa bobot bahan makanan dalam garis kemiskinan 

sekitar 65% dimana beras menyumbang sekitar 26%.  Selain itu, peranan komoditas makanan terhadap 

Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, 

sandang, pendidikan, dan kesehatan).  

Untuk menjaga daya beli MBR pada saat terjadi gejolak harga bahan pangan pokok terutama 

menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), paceklik, dan bencana alam, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pasar Murah (PM) sebagai bantuan melalui subsidi yang 

bersumber baik dari APBN maupun APBD. Dalam pelaksanaan PM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bekerja sama dengan penyedia bahan kebutuhan pokok untuk menyediakan barang dengan harga 

yang telah disubsidi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.   

Selain bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang 

terjangkau terutama bagi MBR, PM juga bertujuan untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dan Koperasi setempat. Hal ini akan lebih mempersingkat dan meningkatkan 

efisiensi jalur distribusi dari produsen ke konsumen serta meningkatkan hubungan kemitraan antara 

usaha besar dengan UMKM dan koperasi. 

Dalam pelaksanaan PM, peraturan yang menjadi payung hukum telah berlaku sehingga dapat 

menjadi landasan penyelenggaraan PM di daerah, namun masih diperlukan sosialisasi dan petunjuk 

teknis PM. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas TPID ke-VI Tahun 

2015 di Jakarta dan mendukung peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PM, kami 

menyusun buku Panduan Pelaksanaan (Standard Operating Procedure/ SOP) Pasar Murah oleh 

Pemerintah Daerah. Harapan kami, SOP ini dapat dijadikan pedoman baku bagi Pemerintah Daerah 

dalam pelaksanaan PM di wilayahnya. 

 

Jakarta,     Juli 2016 

Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)  

Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID 
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1. Konsideran 

 

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

3. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

4. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

6. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 jo Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. 

8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 109/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Pelimpahan 

Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016. 

9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016. 

 

2. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup 

2.1.  Pengertian Umum 

a. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota.  

c. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan 

berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok 

kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dengan harga yang telah disubsidi. 
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d. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Operasi Pasar Murah. 

e. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat 

terjangkau oleh masyarakat banyak. 

f. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 

g. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah perusahaan/lembaga yang bergerak di bidang 

usaha perdagangan kebutuhan pokok. 

h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal 

di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung 

jawab urusan pemerintahan umum. 

i. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi 

vertikal pusat di daerah. 

j. Kegiatan yang Bersifat Non Fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak 

menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, 

bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan 

pengawasan serta pengendalian. 

k. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 

2.2.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup SOP ini meliputi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pasar 

Murah dalam rangka menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang 

terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
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3. Prosedur Pelaksanaan Pasar Murah 

3.1. Penyusunan Ketentuan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Pasar Murah 

3.1.1. Peraturan Kepala Daerah 

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pasar Murah 

paling tidak memuat:  

1. Ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup. 

2. Jenis komoditas kebutuhan pokok. 

3. Sumber dana dan alokasi subsidi operasi pasar murah. 

4. Besaran, penetapan harga dan kupon. 

5. Tugas dan fungsi penyelenggara operasi pasar murah. 

6. Pelaksanaan operasi pasar murah. 

7. Mekanisme pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat. 

8. Pelaporan. 

9. Ketentuan penutup. 

 

3.1.2. Keputusan Kepala Daerah 

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan 

Gubernur/Bupati/Walikota paling tidak memuat: 

1. Besaran belanja subsidi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. 

2. Alokasi belanja subsidi pasar murah untuk tiap komoditas. 

3. Jenis, warna dan nilai tukar kupon pasar murah. 

4. Jumlah yang diterima penerima subsidi pasar murah. 
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3.2. Alur Pelaksanaan Pasar Murah 

3.2.1. Pasar Murah – Usulan Bupati/Walikota 

Diagram Alur 
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Deskripsi Diagram Alur 

No Kegiatan Penanggung Jawab 

1 
 
 
 

Memantau perkembangan harga bahan pokok dan 
menganalisa pemicu kenaikan harga bahan pokok di 
wilayahnya. 

Bupati/Walikota selaku 
Ketua Dewan 
Ketahanan Pangan 
Kabupaten/Kota 

2 Mengirim surat kepada Gubernur mengenai rencana 
pelaksanaan PM. 

Bupati/Walikota 

3 Mengirim surat kepada Kemendag mengenai rencana 
pelaksanaan PM termasuk penggunaan dana dekonsentrasi 
untuk PM 

Gubernur 

4 Mengirim surat kepada calon Peserta PM untuk berpartisipasi 
dalam PM. 

Bupati/Walikota 

5 Mengajukan penawaran terkait dengan rencana pelaksanaan 
PM ke Disperindag Kab./Kota.  

Peserta PM 

6 Mengkaji harga penawaran dari Peserta PM. 

 Bila Disperindag Kab./Kota tidak setuju dengan penawaran 
Peserta PM, maka Disperindag Kab./Kota melakukan 
negosiasi dengan  Peserta PM. 

 Bila persetujuan tidak tercapai, maka keikutsertaan 
Peserta PM dibatalkan.  

Bupati/Walikota  

8 Jika disetujui, membuat Surat Kesepakatan Harga dan 
mengirim kepada Peserta PM. 

Bupati/Walikota  

9 Membentuk Panitia PM. Bupati/Walikota 

10 Mempersiapkan fasilitas untuk pelaksanaan PM.  Bupati/Walikota  

11 Melaksanakan PM. Bupati/Walikota dan 
Peserta PM  

12 Mengevaluasi pelaksanaan PM.  Bupati/Walikota  

13 Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PM kepada Gubernur. Bupati/Walikota  

14 Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PM kepada Kemendag. Gubernur 
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3.2.2. Pasar Murah – Usulan Gubernur 

Diagram Alur 

 

 



10 
 

Deskripsi Diagram Alur 

No Kegiatan Penanggung Jawab 

1 
 
 
 

Memantau perkembangan harga bahan pokok dan 
menganalisa pemicu kenaikan harga bahan pokok di 
wilayahnya. 

Gubernur selaku Ketua 
Dewan Ketahanan 
Pangan Provinsi 

2 Mengirim surat kepada Kemendag mengenai rencana 
pelaksanaan PM termasuk penggunaan dana dekonsentrasi 
untuk PM 

Gubernur 

3 Mengirim surat kepada calon Peserta PM untuk berpartisipasi 
dalam PM. 

Gubernur 

4 Mengajukan penawaran terkait dengan rencana pelaksanaan 
PM ke Disperindag Provinsi.  

Peserta PM 

5 Mengkaji harga penawaran dari Peserta PM. 

 Bila Disperindag Provinsi tidak setuju dengan penawaran 
Peserta PM, maka Disperindag melakukan negosiasi 
dengan  Peserta PM. 

 Bila persetujuan tidak tercapai, maka keikutsertaan 
Peserta PM dibatalkan.  

Gubernur  

6 Jika disetujui, membuat Surat Kesepakatan Harga dan 
mengirim kepada Peserta PM. 

Gubernur  

7 Melakukan koordinasi pelaksanaan PM dengan 
Bupati/Walikota. 

Gubernur  

8 Membentuk Panitia PM. Gubernur 

8 Mempersiapkan fasilitas untuk pelaksanaan PM.  Gubernur  

9 Melaksanakan PM. Gubernur dan Peserta 
PM  

10 Mengevaluasi pelaksanaan PM.  Gubernur  

11 Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PM kepada Kemendag. Gubernur 
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Lampiran 

Lampiran I: Detail Dasar Hukum 
 

1. UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan 

Pasal 5 Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: 

a. Perencanaan Pangan; 

b. Ketersediaan Pangan;  

c. Keterjangkauan Pangan;  

d. Konsumsi Pangan dan Gizi;  

e. Keamanan Pangan;  

f. Label dan iklan Pangan;  

g. Pengawasan; 

h. Sistem informasi Pangan; 

i. Penelitian dan pengembangan Pangan;  

j. Kelembagaan Pangan;  

k. Peran serta masyarakat; dan  

l. Penyidikan. 

Pasal 13 Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan 

Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan 

Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi 

bagi masyarakat. 

Pasal 18 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan 

berkewajiban:  

1. Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan 

sumber daya air; 

2. Memberikan penyuluhan dan pendampingan; 

3. Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya 

saing; dan 

4. Melakukan pengalokasian anggaran. 

Pasal 46 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam 

mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan 

perseorangan. 

2. Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan 

Pemerintah di bidang: a. distribusi; b. pemasaran; c. perdagangan; d. 

stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan e. Bantuan Pangan. 
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Pasal 55 1. Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan 

Pokok di tingkat produsen dan konsumen. 

2. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, 

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, 

serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok. 

Pasal 56 Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 dilakukan melalui: 

a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian 

Pemerintah; 

b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan 

Pemerintah; 

c. Pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah; 

d. Pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; 

e. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan 

nasional; 

f. Pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau 

g. Pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan. 

Pasal 58 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan 

dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun 

dalam keadaan darurat. 

 

2. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

Pasal 25 

Ayat 1 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh NKRI dalam jumlah yang 

memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. 

Pasal 26  1. Dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu kegiatan perdagangan 

nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi 

harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 

2. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang 

penting dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat 

konsumen dan melindungi pendapatan produsen. 

3. Dalam menjamin pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan 

stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor 
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Pasal 31 Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan 

ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok 

dan/atau barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 88 Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berkewajiban menyelenggarakan 

Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang 

dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian 

Pasal 93 Tugas Pemerintah di Bidang Perdagangan: (e) mengendalikan ketersediaan, 

stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/ atau penting. 

Pasal 95 Pemerintah Daerah bertugas: (c) mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga 

dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/ atau penting. 

 

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 11  1. Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan 
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

Pasal 12  2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: c. pangan; 

 

4. Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok. 

Pasal 9  Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, 

stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. 

 

5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

Pasal  6 

 

4.c  Kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk 
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
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6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Pasal 5 Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan 

dan/atau Bendahara Pengeluaran; 

 

7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011. 

 Permendagri No. 13 Tahun 2006 

Pasal 31 1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya 

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi 

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Pasal 41 1. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan 

untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga 

tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 

masyarakat banyak. 

 

 Permendagri No. 21 Tahun 2011 

Pasal 52 1. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan 

untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya 

kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan. 
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8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 109/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian 

Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016. 

Pasal 3 

 

1. Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah. 

. 2. Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan 

kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kegiatan yang bersifat non-fisik. 

Pasal 5 

 

1. Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, Gubernur 
harus: 
a. Melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

b. Menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, 
pengawasan dan pelaporan. 

2. Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan 
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3. 

Pasal 9 1. Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat 3 pendanaannya dibebankan pada APBN pada bagian anggaran 
Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2016 melalui Dana 
Dekonsentrasi bidang perdagangan. 

 2. Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 untuk 
masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 10 1. Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana 
Dekonsentrasi merupakan BMN. 

Lampiran: Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah: 
a. Layanan Internal. 
b. Kegiatan Pasar Murah. 
c. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri. 
d. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya. 
e. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa. 
f. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan. 
g. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen. 
h. Produk yang Diawasi di Daerah. 
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9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016 

Pasal 1 

Ayat 1 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah 
Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana 
Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016. 

Ayat 2 Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk mengembangkan 

perdagangan dalam negeri daerah, meningkatkan perlindungan terhadap 

konsumen daerah, meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah, 

mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah, 

mengembangkan ekspor daerah, dan meningkatkan kerjasama perdagangan 

internasional di daerah. 

Pasal 2 

 

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 
Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 2016. 
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Lampiran II:  Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 57 Tahun 2015 

tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa 

Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat. 
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Lampiran III:  Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 972/Kep. 606-

Disperindag/2016 tentang Alokasi Belanja Subsidi serta Jenis, 

Warna, dan Nilai Tukar Kupon Operasi Pasar Murah di Daerah 

Provinsi Jawa Barat yang Bersumber dari APBD Jawa Barat 

Tahun Anggaran 2016. 
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Lampiran IV:  Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1476/VI/2015 

tentang Pembentukan Panitia Pasar Murah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2015. 
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